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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk: mengetahui efektivitas penyelesaian pengaduan pelayanan 

publik berdasarkan peraturan daerah kota banjarmasin nomor 11 tahun 2014 tentang 

penyelenggaraan pelayanan publik di kota banjarmasin yaitu bagaimana penyelesaian pengaduan 

pelayanan publik dan bentuk-bentuk kendala dalam penerapan penyelesaian pengaduan pelayanan 

publiknya. Penelitian yang dibahas merupakan penelitian hukum empiris atau hukum sosial (social 

legal research). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan operasionalisasi penelitian 

berparadigma alamiah (naturalistic paradigm) dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. 

Teknik analisis data menggunakan adalah pendekatan kualitatif, khususnya data yang disajikan 

secara tertulis dan lisan oleh responden dan hasil survei yang secara deskriptif menganalisis 

perilaku yang sebenarnya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, 

observasi dan wawancara dengan sampel yaitu hasil wawancara pada pelayanan publik di 

Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dan pelayanan publik di Bagian Organisasi 

Sekertariat Daerah Kota Banjarmasin. Hasil Penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam 

penerapan penyelesaian pengaduan pelayanan publik di Kota Banjarmasin masih mengalami 

beberapa kendala sehingga pelaksanaan dari penyelesaian pelayanan publik masih belum 

maksimal, seperti masih diitemukannya beberapa laporan yang dilaporkan oleh masyarakat ke 

Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, karena setelah menyampaikan pengaduan kepada 

Pemerintah Kota Banjarmasin, masyarakat menganggap masih belum mendapatkan penyelesaian 

yang patut dari Pemerintah Kota Banjarmasin. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted to: determine the effectiveness of resolving public service 

complaints based on Banjarmasin City Regional Regulation Number 11 of 2014 concerning the 

implementation of public services in Banjarmasin City, namely how to resolve public service 

complaints and the forms of obstacles in implementing public service complaint resolution. The 

research discussed is empirical legal research or social law (social legal research). This research 

includes qualitative research, with the operationalization of research using a naturalistic paradigm 

and using a sociological juridical approach. The data analysis technique used is a qualitative 

approach, especially data presented in writing and orally by respondents and survey results which 

descriptively analyze actual behavior. The techniques used in this research are literature study, 
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observation and interviews with samples, namely the results of interviews with public services at 

the Indonesian Ombudsman Representative for South Kalimantan and public services in the 

Organization Section of the Banjarmasin City Regional Secretariat. The results of this research 

indicate that the implementation of resolving public service complaints in the City of Banjarmasin 

still experiences several obstacles so that the implementation of resolving public services is still 

not optimal, such as several reports being reported by the public to the Indonesian Ombudsman 

Representative of South Kalimantan, because after submitting complaints to the Government In 

the city of Banjarmasin, the community believes that they still have not received a proper solution 

from the Banjarmasin City Government. 
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